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PERJ ANJIAN KERJA SAMA
s ANTARA : '
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG YOGYAKARTA
DENGAN |
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
: - TENTANG ! E
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
: BAGI PEKERJA SEKTOR KEAGAMAAN :

NOMOR :  PER/64/072022
NOMOR : 277 Tahun 2022

‘Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua R1bu Dua Puluh Dua (07 -
07 -2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TEGUH WIYONO ,; : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaari Cabang Kéta ‘
' ‘ Yogyakarta berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo
106, Gondokusuman Kota = Yogyakarta,

- berdasarkan  Keputusan  Direksi BPJS

Ketenagakerjaan Nomor: KEP/27/ 022022 tentang - |

Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Khusus Deputi -
Direktur Wllayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng

dan Daerah Istimewa Yogyakarta = Nomor:

SKS/14/ 022022 dari dan oleh karena itu bertindak ‘
untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. DRS. H. NUR ABADI, MA. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota

Yogyakarta berkedudukan di Jalan Ki Mangun -
Sarkoro 43A,  Gunungketur, Pakualaman,  Kota:

Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/35883

tentang Mutasi dan Penunjukan Pe_]abat dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Kantor
Kementerian Agama Kota Yogyakarta, selanjutnyak
disebut PIHAK KEDUA ' .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selan_]utnya secara bersama—sama dalam i
- Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebaga1 berikut: ;
a..  bahwa PIHAK KESATU merupakan badan hukum publik yang membenkan B
‘perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengata31 risiko sosial ekonomi tertentu

akibat hubungan kerja yang mempunya1 tugas menyelenggarakan program _:

jaminan sosial ketenagakerjaan.

h hohuma PIHAKW WENITA ‘marinal-an 1ﬂefnﬂe1 wvartilral nada Vnmpnf-nr-ln-n An‘nmn



dari denga}n' didasarkan padai:

1.

Undang-Undang ‘Republik Indonesia Nomor 13 ‘Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Slstem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembara.n Negara Nomor 4301);

. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004¢ B

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

- Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun‘

2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256); v
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata ‘
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5473);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang

‘Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun

2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan 8031a1 (Lembaran Negara Repubhk '
Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); '

._Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang(

- Kementerian Agama (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor
168);

10.

11.

. ‘Instruksi = Presiden Republik Indone31a Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan ‘Sosial Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang.
Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Acara Repubhk Indones1a ‘
Tahun 2010 Nomor 596);

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berlta Negara

" Republik Indonesia Tahun 2019 ‘Nomor 1115) sebagaimana telah diubah

12.
- Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pendidik, Tenaga -

- dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Repubhk g

Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); -
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesm Nomor 1069 Tahun 2021 tentang o

Kepend1d1kan, dan Tenaga Pendukung Lalnnya Non-Aparatur S1p11 Negara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya

masing-masing sepakat untuk melakukan kexja sama dan menandatangam
Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Keagamaan dengan ketentuan dan syarat-__
syarat sebagai berikut: ~

, Pasal1l
- PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjlan Kerja Sama ini yang dimaksud dengan

B

. oy

~ Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja pahng smgkat
' 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. :

“Pemheri Keria adalah orans  nercenrangan  nenoncaha  hadan hnl(nm atai .



3. Pekelja adalah setiap orang yang bekelja dengan menerima gajl ‘upah atau
' - imbalan dalam bentuk lain.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdlkan diri danf
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memben teladan, T

menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

6. Penyuluh Agama adalah pegawa1 pemerintah non-PNS yang dlangkat
ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh
untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan

pembangunan pada masyarakat melalul surat keputusan Kepala Kantor

Wilayah Kementerlan Agama Prov1n81

Pasal 2 |
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk
memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensmerglkan fungsi PARA PIHAK
dengan prinsip sahng mendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan :
yang berlaku.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memngkatkan kese_]ahteraan Pekexja
sektor keagamaan dengan memberikan perhndungan melalui- kepesertaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakeljaan ‘ :

Pasal 3
RUANG LINGKUP ;

Ruang hngkup Perjanjian Kerja Sama ini mehputl ‘
(1) Optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakexjaan bag1
' Pekerja sektor keagamaan yang terdiri dari: e
a. Pendidik, Tenaga Pendidikan, dan Tenaga Pendukung lamnya pada ,
Madrasah, Satuan Pendidikan Keagamaan, Pesantren, dan Perguruan'
_ Tinggi Keagamaan; -
b. Penyuluh agama;
: c. Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negen Sipil. :
{2) Pertukaran serta pemanfaatan data terkait informasi Pekerja pada PIHAK :
- KEDUA serta Pekerja yang telah menjadi Peserta PIHAK KESATU dengan tetap' o
~ memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(3) Sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakeljaan dalam upaya,
~ peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi
kewajibannya  sesuai peraturan perundang-undangan Jamman sos1a1 v

ketenagakeljaan .

Pasal4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak PIHAK KESATU adalah:
a. Mendapatkan fasilitas ‘berupa tempat, sarana, dan prasarana dari PIHAK

KEDUA untuk melakukan koordinasi dan 3031a11sas1 kepada PekerJa sektor

keagamaan;
h  Mamnarnlah infarmaci data menoenail Paleria - eeldtar keagamasn vano



a. Mendapatkan fasilitas komunikasi dan media promosi tentang prografn'

- jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KESATU;

' b Memperoleh informasi data rekapitulasi Jumlah peserta sektor keagamaan

(3)

| (4)

- yang telah terdaftar pada program jaminan sosial ketenagaker_]aan yang
-~ diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Kewajlban PIHAK KESATU adalah ‘ :

a. Memberikan sosialisasi mengenai program dan layanan _]amlnan sos1a1
ketenagakerjaan yang dlselenggarakan PIHAK KESATU kepada Pekerjab
sektor keagamaan;

b. Memberikan informasi rekap1tu1as1 Jumlah Pekerja sektor- keagamaan yang

telah  terdaftar program jaminan somal ketenagakerjaan yang

diselenggarakan PIHAK KESATU; ‘
c. Menerima pendaftaran dan penenmaan iuran Pekerja sektor keagamaan

yang telah terdaftar program Jamman sosial ketenagakerjaan yangf‘
diselenggarakan PIHAK KESATU; ‘

d. Memberikan tanda bukti keikutsertaan, pelayanan, dan manfaat k1a1m~ .

kepada Peserta dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

a. Memberikan data Pekelja sektor keagamaan dalam upaya penmgkatan

kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

b. Memberikan informasi data mengenal pekelja sektor keagamaan pada

PIHAK KESATU;

Pasal5
- BENTUK KERJA SAMA

Bentuk keljasama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah sebagal berikut:

a

b.

(1)

)

(3Y

Penegakan kesadaran dan kepatuhan untuk memenuhi kewajlban pada,
- Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

‘Mengarahkan pekerja sektor keagamaan (Penerima Upah dan Bukan Pener1ma ~
Upah) menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang :
diselenggarakan PIHAK KESATU sesuai kapasitas dan kewenangan yang
dimiliki PARA PIHAK serta berdasarkan peraturan perundang—undangan yang

- berlaku.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Seluruh 1nforma31 dan data dalam bentuk apapun yang terkalt dengan
Perjanjian Kejasama ini bersifat rahasia, dan tidak diberikan kepada pihak
manapun, serta tidak dipublikasikan tanpa izin dari PARA PIHAK, serta
merupakan kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali:

~a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah |

. dibuka kepada umum oleh pihak pem111k informasi.
'b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan waj1b
 segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;

c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.

PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperOléh T

dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun

kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
Ketentiian-ketentilan tentano kerahasiaan tetan herlakil sekaliniin Perianiian



e

MONITORING DAN EVALUASI

Momtorlng dan evaluasi atas kerja sama ini dilaksanakan secara berkala oleh

- PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat o
~ dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan ,
‘Perhndungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh PARA PIHAK atau keglatan
‘yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK

Pasal 8
PEMBIAYAAN

~ Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini- i

dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan |

 kesepakatan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan peraturan. perundangan

(5)

‘yang berlaku
Pasal9
. JANGKA WAKTU
(1)7 Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 ‘(tiga) tahun,

terhitung sejak tanggal 07 Juli 2022 sampal dengan tanggal 06 Juli 2025.

- Perjanjian Kerja Sama ini dapat dlperpanjang sesuai dengan kesepakatan ,
 PARA PIHAK.
. PARA PIHAK sepakat untuk saling membentahukan maksudnya untuk
‘memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat—lambatnya 3
- (tiga) bulan sebelum berakhirnya Peljanjlan Kerja Sama. :
~ Masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud

tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 90 (semb1lan puluh) hari:
kalender sebelum pengakhiran dikehendaki.

Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang—
undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja

sama ini, maka perjanjian kerja sama ini akan berakhir sejak diketahui dan
‘atau diberlakukannya peraturan perundang—undangan dlmaksud tanpa terikat
) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) dalam Peljan_uan
Kerja Sama ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari

salah satu pihak dan/atau PARA PIHAK dan bukan disebabkan karena =

 kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau PARA PIHAK yang

mengaklbatkan tidak terlaksananya Pexjanjlan Kelj]a Sama ini ba1k seluruhnya_' :
mapupun sebagian.

PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (Force Majeure) harus segera

memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh

delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-
lambatnva dalam walktin 7 (titinh) hari keria seiak keiadian keadaan memaksa



(3) Semua kerugian dan biaya yang timbul ak1bat Petjanjlan Kerja Sama ini oleh
salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan memaksa (Force Majeure) tidak
menjadi tanggung jawab pihak lainnya. '

(4) Jika kejadian keadaan memaksa (Force MaJeure) berkepanjangan hlngga 30
hari kalender atau lebih, maka salah satu dari PARA PIHAK memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya, dan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja
Sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang
kmenyangkut pengakhlran Per]anjlan Kerja Sama ini. ‘

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ;

PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perse11s1han yang timbul karena perbedaan o |
penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dlselesalkan ‘
secara musyawarah untuk mencapa1 mufakat. : ~

Pasal 12
KETENTUAN LAIN—LAIN :

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang
dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum
atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan: yang t1dak
terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini. :

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan
‘mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, =
sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai salinan (copy) untuk keperluan =
administrasi. ‘ S

‘ wPIHAK KESATU,




